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Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Kementerian 

Negara Pemberdayaan Perempuan bersama sektor pemerintah terkait, organisasi 

masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat mengembangkan model Kota 

Layak Anak, yaitu kota yang di dalamnya telah meramu semangat untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kegiatan atau upaya untuk 

menjamin dan melindungi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimanakah proses perumusan kebijakan KLA di Kota Bandar Lampung dan isi 

kebijakan KLA sesuai dengan masalah publik. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan 

dalam bentuk uraian, lalu diintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan 

pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk dilanjutkan ditarik 

suatu kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses perumusaan 

kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses 

formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses kebijakan tersebut tampak berbagai 

latar belakang dan dinamika serta peran aktor yang terlibat dalam perumusannya. 

Dalam proses perumusan kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang paling 

dominan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB dan PP Kota Bandar Lampung 

yang melakukan pembahasan terhadap kebijakan. Proses formulasi kebijakan 

publik yang sejalan dengan model inkremental. Aturan kebijakan sudah ada 

sebelumnya digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun proses 

perumusan kebijakan KLA. Secara implisitnya peraturan tersebut bukan menjadi 

ketetapan atau ketentuan yang harus dilakukan namun digunakan sebagai panduan 

lembaga pemerintah dalam menyusun serta unsur lainnya yang berkaitan dengan 

kebijakan KLA. 
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